
I NOMOR ·21 TAEmr 2019 

iTENTANG 
I 

I 
PENGELOLAAN L~PORAN HARTA KEKAYAAN 

APARATUR S~PIL NEGARA (LHKASN) 
I 
! 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
l 

I 
BU1PATI BEKASI, 

I 
i 
I 
I 

a. bahwa dalam rangka pembangunan intergritas Aparatur 
Sipil Negara j dan mendukung terciptanya Penyclcnggara 
Negara yang/ Bersih dan Be bas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (KKN) perlu adanya komitmcn Pcmcrintah 
Daerah dalam Pencegahan Korupsi; 

I 
b. bahwa urituk memperkuat komitmen tersebut 

berdasarkanl Undang-Undang Nomor 28 Tahun 199q 
tentang Penyelcnggaraan Negara Yang Bcrsih dun Bcbas 
dari Kor upei, Kolusi dan Ncpotisme (KKN) dan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2002 tenlang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Apara t.ur 
Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pcmcrintah 
Kabupaten Bekasi perlu menyampaikan Laporan Harta 
Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); 

i 

i 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan scsuai Surat 
Edaran Menteri pendayagunaan J\paratur Negara da n 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tcntarig 
Kewajiban ! Penyampaian Laporan Harta Kckayaan 
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Jnstansi 
Pemerintah.] dan untuk terciptanya tertib hukum dan 
tertib admiriistrasi dalam penyampaian laporari hart.a 
kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah i Kabupaten Bekasi, pcrlu mcnctapkan 
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Laporan Harta 
Kekayaan Aparatur Sipil Negara Negara (LHKASN). 

I 

i 
I 
! 
I 

I 

gJ~PJ3ek4i 
i 
i 
I 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

Mcnimbang 



1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tdhun 1945; 

i 

2. Undang-Un9ang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan i Provinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950); 

I 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik In~onesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

I 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 140i Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia INomor 3874), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 134i Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4150); 

I 
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberanta~an Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 
Tambahan i Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 385li; 

I 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil NegarA (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

i 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lcntang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

I 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
I 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan [Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014; tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Repµblik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan I Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

I 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang 

Tata Cara I Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 1999 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863); 

I 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 53 Tahun 2010 tcntang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tci.hun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

I 
I 

10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 lcntang 
I • 

Percepatan Pemberantasan Korupsi; 
l 

i 
I 
I 

Mengingat 

".;, i 



j Pasal 1 
I 
I 
I 

Dalam Peraturan IBupati ini yang dimaksud dengan : 
: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi; 
2. Pemerintah i Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Bekasi; 
3. Bupati adalah Bupati Bekasi; 
4. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara di 

lingkungan pernerintah Kabupaten Bekasi scbagaimana 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini; 

I 
5. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Aparatur Sipil Negara 

I 

(ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi; 
6. Komisi Pernberantasan Korupsi yang selanjutnya 

disingkat KPK adalah lembaga negara scbagaimana 
dimaksud dci.lam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Kom1isi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

I 

7. La po ran Harta Kekayaan Penyelenggara Negara . yang 
selanjutnya I disingkat LHKPN adalah Daftar Seluruh 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan 

I 
dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK; 

I 
i 

I 
i 
I 

i 

I 

I 

BAB I 
PENGERTIAN 

l 
I 

! 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN LAPORAN 
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) 

i 

I 
i 
! 
! 

MEN1UTUSKAN : 

i 

11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 
I 

Tahun 20Ll.6 tentang Tata Cara Pcndaftaran, 
Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan 
Penyeleriggara Negara; 

i 

12. Keputusan !Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor Kep/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman 
Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
Percepatan Pemberarrtasan Korupsi; 

I 
13. Peraturan IDaerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 

I Tahun 20116 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6); 

i 
I 

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kcwajiban 
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara 
(LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

I 
I 
I 
I 

Menetapkan 

Mcmperhatikan 



(3) 

(2) 

Untuk mendukung kclancaran dan tcrtib adrninistrasi 
I 

dalam pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan LHKASN, 
Bupati dapat mcmbcntuk Tim Pcngclola LHKASN. 

I 
I 

i 

Susunan Titn Pcngelola LHKASN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (11) lcrdiri dar i : 

a. Sckretaris Dacrah (pcngarah); 

b. InspcktJr Dacrah (pcnanggung jawab); 
i 

c. Aparat j Pcngawas Intern Pemcrintah (APIP) 
(pclaksaha); clan 

d. Unsur 1Jin scsuai kcbutuhan. 

Tim Pengcllila LHKASN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan dcngan Kcput.usan Bupati. 

! 
j 

(1) 

Pasal 3 

BAB III 
TIM PENCJELOLA LHKASN 

' 

a. pejabat str uk tural eselon IV.a; 

b. pcjabat Jtruktural eselon IV.b; dan 
! 

c. scluruh IAparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan 
Pcmcrint.ah Kabupatcn Bckasi. 

(2) 

Penyelenggara Negara selain Penyclenggara Negara Wajib 
I 

LHKPN KPK RI, wajib mengisi dan menyampaikan 
LHKASN kcpada Kementrian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dari Rcforrriasi Birokrasi Rcpublik Indonesia 

I 
sccara bcrt.ahap paling larnbat 3 (tiga) bulan bagi Esclon 
IV.a dan Esclo n IV.b sct.clah kebijakan ditetapkan dan 
1 (satu) bulan sctclah pcjabat tcrscbut diangkat dalam 

I 

jabatan, rrrutasi atau promosi, dan berjenjang kepada 
I 

scluruh Aparat.ur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan 
I 

Pcmcrintah Kabupatcn Bckasi. 
I 
I 

Pcnyclcnggara Negara scbagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), meliput.i : 

(1) 

Pasal 2 

BAB II 
PENYELENGGARA NECJARA 

i 
I 

I 
I 

I 

i 

8. Laporan Ha'.rta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang 
selanjutnya ! disingkat LHKASN adalah Daftar Seluruh 
Harta Kekaxaan Pcnyclcnggara Negara dan Aparatur Sipil 
Negara, yang dituangkan dalam Aplikasi Sistcm Informasi 
Pclaporan HI art.a Kckayaan (SI 1-IARKA) yang ditctapkan 
olch KcmenPANRB. 



I 
I 

(2) Apabila Pcbyclcnggara Negara tidak mcngindahkan 
pcringatan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), akan 
dirckomcnd,1sikan dilakukan pcn mjauan kcmbali 
(ponundaan} pcngangkatan wajib lapor LHKASN dalam 
jabalan st.ruk tural j' fungsional, Tarn ba.ha.n Penghasilan 
Pcgawai (TPP) a t.a u scjenis yang dipersamakan dan 
hukuman I disiplin scsuai kctcnt.uan Pcraturan 

I 
Pcmcrintah Nomor 53 Ta h u n 2010. 

I 

I 

Pasal 6 

BAB V 
SANKSI 

I 

I 
l 
I Pcnyelcnggara Negara scbagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ay~L (2) yang t.idak mcnyampaikan LHKASN 
scsuai lcnggang wa kt.u yang Lelah ditcnt.ukan diberi 
pcringat.an [Lcrt.ulis scbanyak 2 (dua) kali dcnga n 
tcnggang 0aktu masing-masing scla ma 7 (tujuh) 
hari kcrja. 1 

( 1) 

i 

Pcnyampaian l..,IIII<ASN scbaga ima na dimaksud Pasal 4 
dilaksanakan dcngan cara scbagai bcri k ut. . 

(I) Mcngisi F'or~ulir data lcngakap : Narna., NIP, Alamat 
Kantor /Rumah, Pangkat/Golongan, .Jabatan, Alamat 
Email dan Nornor Tclp/1-IP/WA, dan discrahkan kcpada 
Inspcktoral Ka bupatcn Bcka si. 

I 
i 

(2) Mcngisi dan lmclaporkan Mclalui Aplikasi SIHARKA pada 
alarna.t / /~~h··,·t0ir~· ·=,.·'?'''l<'";~·-,.,rr <fr i d . 1 ,_,,a. -~-<~-"" f ,,.d., Ail.,;;.,.~. ;J!'.'t.a .. t • :- ,,) , s. ,..i 

I - ~ 

I 
i 

(1) Pcnyarn paia n LHKASN sclarna pcnyclcnggara negara 
mcnjaba! da~ sclarna bcr st.a t.u s akt.if scbagai Aparatur 
Sipil Negara I (ASN) dilak~kan sat.u ka~i pclapo:an alas 
Harta Kckayp-an yang dipcrolch tcrhitung sejak saat 
pelaporan. ! 

(2) Penyampaianl LHKASN scbagaimana dimaksud pada 
ayat. ( 1) d iaarnpui ka n mclalui Apli ka si Si stem Informasi 
Pclaporan Jilarta Kckayaan (SIHARKA) Kcmcntrian 
Pcndayagunaan Aparat.ur Sipil Negara da n Rcforrnasi 
Birokrasi Rcpublik Indonesia dan kctcnt uan pcraturan 
yang bcrlaku .I 

I Pa sa l 5 

Pasa l 4 

BAB IV 
PENYAMPAIAN LHKPN 



r· EKA SUPRIA ATMAJA 

KASI,{ 

Ditetapkan di : Cikarang Pusat 
pada tanggal : 11 O Mei 2019 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
I 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bekasi. ! 

I 

i 

Pasal 8 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Format peringatan tertulis I dan Peringatan II sebagaimana 
dimaksud dalam iPasal 7 ayat (1), tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati /ini. 

Pasal 7 

,i .. 

'"'" 



J j"H. EKA SUPRIA ATMAJA 

! 
I Kepala/ Ketua . 
! 
i 
i 
I 

i 

Tembusan: I 

1. Yth. Bupati Bekasi (sebagai laporan); 
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi. 
Diterima tanggal 
Nama/NIP / _ 

Tanda Tangan 

Cikarang Pusat, _ 

i 
I 

SIRAT PERINGATAN I 

Nomor : 
I 

Berdasarkan Peraturab Bupati Bekasi Nomor .. Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Laporan Harta I Kekayaan Aparatur Sipil Negara, maka kami 
peringatkan kepada Saudara : 

I 
Nam a I 

Jabatan 
NIP 
Pangkat 
Unit Kerja 
untuk segera menyampaikanjLHKASN ke aplikasi SIHARKA KemenPANRB. 

I 
Apabila Surat Peringatan I ini tidak diindahkan akan diberikan Surat 

Peringatan II dalam waktu / 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 
diterimanya Surat Peringatan I ini. 

Demikian untuk dila.Jsanakan sebagaimana mestinya. 
! 

KOP DINAS 

I 
I 
I 

FORMAT 1SURAT PERINGATAN 
I 

FORMAT SURAT PERINGATAN 11 
I 

i 
! 
I 

A. 

PERATURAN BUPATI BEKASI 
NOMOR : 21 TAH1JIJ 2019 
TANGGAL : 10 Hei 2019 
TENTANG : PENGELOLAAN LAPORAN 

HARTA KEKAYAAN 
APARATUR SIPIL 
NEGARA (LHKASN) 

I 

LAMPIRAN: 
I 

I 

'··· ' 



j f'H. EKA SUPRIA ATMAJA 

Nama/NIP 
Tanda Tangan 

Diterima tanggal 

Tembusan: i 

1. Yth. Bupati Bekasi (seba~ai laporan); 
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi. 

I 
I 

I 

Kepala/ Ketua . 

Cikarang Pusat, 

! 

i 
SURAT PERINGATAN II 

I 
Nomor : ------ 

1 

Menindaklanjuti Sunilt Peringatan I nomor tanggal 
.............. , maka diperingatkan kepada Saudara : 

I Nam a I 
Jabatan 
NIP 
Pangkat 
Unit Kerja 
untuk segera menyampdikan LHKASN ke aplikasi SIHARKA 

• I KemenPANRB paling lambat,tanggal . 
Apabila Surat Peringatan II ini tidak diindahkan, maka akan 

dijatuhkan hukuman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2010. I 

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

i 

KOP DINAS 

I 
FORMAT SURAT PERINGATAN ill 

i 

I 

B. 

I,· • 



Ir. CUCU SRIHARTINI 
Pembina Tk. I 
NIP. 19650504 199403 2 008 

KEPALA BAGIAN ORGANISASI 

tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara 
I 

(LHKASN), bersama in:i kami sampaikan permohonan penomoran 
i 

surat sebagaimana terlarnpir. 
I 
I 
I 

Demikian agar ~enjadi maklum. 
I 

I 
! 
i 
i 
I 

I 

I 
I 
I 
I . 

Berkenaan telah ditandatanganinya Peraturan Bupati Bekasi 
l 

Yth. Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi 
Kepala Bagian Orqanisasi Setda Kabupaten Bekasi 

10 Mei 2019 i 
100/ J'JC" /Org I 
8" I 1asa I 

i 
Mahon Penomoran Peraturan Bupati Bekasi. 

I 

NOTf DINAS 

Ke pad a 
Dari 
Tanggal 
Norn or 
Sifat 
Lampi ran 
Hal 

i 
I 

PEMERIN1f AH KABUP ATEN BEKASI 
SEKRIETARIAT DAERAH 

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi 
Desa Sukamahi Kecarnatan Cikarang Pusat Telp. 021-89970065 

I 

W~bsite : www.bekasikab.go.id 
! BE KASI 
I 


